
  

 
 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 48 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang  : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efesiensi dan 
efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Anggaran 2016.  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan    
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara 

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3660); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

22. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Ruang di Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata 

Ruang di Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2006 tentang 
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan 
Umum; 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 

39. Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

40. Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang 
Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, beserta 
Rencana Rincinya; 

41. Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/M/2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

42. Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten; 

43. Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 

2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 
(SIMBADA); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 

1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 
Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 

2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 
Nomor 9); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2011 Nomor 1/D); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2011 Nomor 2/E); 

49. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012; 

50. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/699/KEP/ 
429.011/2010 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah (BKPRD) Kabupaten Banyuwangi. 

 

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP 

Nomor: 1/KA/LKPP/03/2011, Perihal: Pelaksanaan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.                  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, 
selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa 
pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat 

Pembuat Komitmen; 
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17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat   Daerah, selanjutnya dalam rangka 
pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna 

Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK 

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
dan tata usaha keuangan pada SKPD.  

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

24. Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan 

barang. 

25. Pengurus Barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang 

ada disetiap SKPD. 

26. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 

atau beberapa program. 

27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat 

perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
kebutuhan. 
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28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan 
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan 
RAPBD. 

31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran 

SKPD. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

33. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan 

Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN APBD 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, sebagaimana terinci dalam 
lampiran peraturan ini yang terdiri dari: 

a. BAB I  : Umum. 

b. BAB II  : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(APBD). 

c. BAB III  : Pengelolaan Keuangan Daerah. 

d. BAB IV  : Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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e. BAB V  : Penatausahaan Keuangan Daerah. 

f. BAB VI  : Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, 
Dana Pendamping Dan Pinjaman. 

g. BAB VII  : Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Pembangunan Bangunan Negara Beserta 
Lingkungannya. 

h. BAB VIII : Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang 

i. BAB IX  : Penutup 

j. Lampiran 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 
 
 

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 19 -10- 15 

 
BUPATI BANYUWANGI, 
 

  TTD 
 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 19- 10- 15 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
  TTD 

 
 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP 19561008 198409 1 001 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 48 

 


